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PENUTUP

Dalam bab penutup ini maka penulis dapat mengambil kessmpulan dari

hasil penelitian dan memberikan saran-saran yang relevan bagi pihak-pihak yang

berkepentingan antaralain sebagal berikut :

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka penulis dapat

mengambil suatu kesimpulan mengenai fungsi Visum et Repertum dalam

persidangan perkara perkosaan sebagai mana diuraikan dibawah ini :

1. Visum et repertum adalah salah satu alat bukti yang sangat penting dalam

2.

pemeriksaan perkara perkosaan karena, dalam hal terjadinya tindak pidana
perkosaan sering sekali minim alat bukti karena kecil kemungkinan terjadi
tindak pidana perkosaan apabila ada saksi atau orang lain yang melihat.
Dalam hal dokter yang menandatangani Visum et Repertum tidak dipanggil
memberikan keterangan di persidangan sehubungan dengan visum yang
diperbuatnya maka Visum et Repertum berfungsi sebagai alat bukti surat dan
apabila dokter yang menandatangani Visum et Repertum tersebut dipanggil
dan memberikan keterangan di persidangan maka Visum et Repertum itu

berfungs sebagai keterangan ahli.

Hambatan yang dialami Magelis Hakim dalam menggunakan Visum et
Repertum sebagai alat bukti dalam sidang perkara tindak pidana perkosaan

adalah belum adanya keseragaman bentuk dan model serta is Visum et
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repertum, juga sering sekali Visum et Repertum dibuat oleh dokter yang
bukan dokter ahli kedokteran kehakiman, serta lamanya jangka waktu
dibuatnya Visum et Repertum dengan waktu kejadian perkara menyulitkan

hakim dalam menilai Visum et Repertum tersebut sebagai alat bukti yang sah.

B. Saran.

1. Daam pemeriksaan perkara pidana tindak pidana perkosaan agar dapat
diperoleh Visum et Repertum yang baik hendaknya para penegak hukum
khususnya di tingkat penyidikan agar lebih professional dan adanya
pemberian pemahaman kepada masyarakat umum untuk segera melaporkan

tindak pidana perkosaan yang terjadi.

2. Perlunya peningkatan kemampuan dokter khususnya dokter ahli kedokteran
kehakiman (dokter forensik) agar dapat diperoleh Visum et Repertum yang
baik dan mempunyai kekuatan pembuktian yang kuat dan perlu diatur
stadarisasi  model dan bentuk serta pengaturan Visum et Repertum dalam

suatu perundang-undangan.
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